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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR (G5 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

10.

TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pengeseran
antar Unit Kerja, antara kegiatan dan atar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang
Tahun 2008 yang sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomeor 3 Tahun 2008 ;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk
Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2008.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun
1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1821);
Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Rl Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Rl Tahun 1594
Nomaor 62, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3569) ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Rl Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4048) ;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1987 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Rl Tahun 1897 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3688) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Rl Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Momor 206, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3852) ;

Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomeor 66, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4400) ;
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara R|I Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Undang-Undang Momor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomaor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan DAerah (Lembaran
Negara Rl Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4090) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4138) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4418) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Rl Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 45786);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Rl Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun
2002 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2005 Nomor 7);
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27. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan
WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula
berjumlah Rp. 1.280.314.175.391,04 bertambah sejumlah Rp. 51.125.116.888,76
sehingga menjadi Rp. 1.331.438.292.279,80 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 1.192.783.417.078,04
b. Bertambah Rp. 17.083.8B07.454 35
Jumiah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.209.867.224 532 39

2. Belanja
a. Semula Rp. 1.280.314.175.391,04
b. Bertambah Rp. 51.125.116.888.76
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.331.439.292.279,80
Defisit setelah perubahan Rp. (121.572.067.747.41)

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 100.121.094.313
2) Bertambah Rp. 34.041.309.434 41
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 134.162.403.747 41

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 12.590.336.000
2) Bertambah Rp. -
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 12.590.336.000

Jumlah Pembiayaan neto setelah
perubahan Rp. 121.572.067.747 .41

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;

2 Lampiran Il Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
SKPD ;
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3. Lampiran Il Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut  Urusan Pemerintahan, Unit Organisasi SKPD,
Program dan Kegiatan ;

4. Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut  Urusan
Pemerintahan, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;

5. Lampiran V' Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah ;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumiah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan ;

7. Lampiran VIl Laporan Keuangan Pemerintah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah ;

8. Lampiran VIl Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diaselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini ; dan

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 3

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota Palembang menetapkan
Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2008.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ¥ Nopember 2008

Diundangkan di Palembang WALI T, FALE“EA.NG,

pada tanggal

Y~ I~ 200

SEKFETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

H. EDDY SANTANA PUTRA

man. M. Si
LELBARAN CACRAH KOTA PALEMBAMG
TAFUN 200 Nomon [G°





